
 

       

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR  90  TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), 

Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-

peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
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  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak   Keuangan   dan  Administratif   

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2017 Nomor 76); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN 

KOMUNIKASI INTENSIF  DAN  TUNJANGAN RESES  BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH  SERTA  DANA  OPERASIONAL  BAGI PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Magetan. 

2. Pimpinan DPRD adalah Ketua   dan Wakil   Ketua DPRD 

Kabupaten Magetan. 

3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten 

Magetan. 

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi 

suatu daerah untuk menentukan kelompok 

kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 

berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan 

besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan 

reses dan dana operasional Pimpinan DPRD. 
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5. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang 

diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja 

kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

6. Tunjangan  Reses  adalah  uang  yang  diberikan  setiap 

melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD. 

7. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang 

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk 

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 

representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 

melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD. 

 

Pasal 2 

 

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten 

Magetan  Tahun Anggaran 2021 adalah sedang. 

 

Pasal 3 

 

(1) Untuk meningkatkan kinerja kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif 

setiap bulan. 

(2) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5 (lima) kali dari 

uang representasi Ketua DPRD. 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD diberikan tunjangan reses. 

(2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebesar 5 (lima) kali dari uang 

representasi Ketua DPRD. 
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Pasal 5 

 

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 

dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain 

guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 

sehari-hari diberikan dana operasional setiap bulan. 

(2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang  

representasi Ketua DPRD;dan 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 

uang representasi Wakil Ketua DPRD. 

 

Pasal 6 

 

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) disusun secara kolektif oleh 

Sekretaris DPRD. 

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan ketentuan: 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara 

sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum 

dan pertanggungjawaban penggunaan dana 

operasional dibuktikan dengan laporan penggunaan 

dana operasional; dan 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan 

dana operasional lainnya dan pertanggungjawaban 

penggunaan dana operasional disertai dengan bukti 

pengeluaran yang lengkap dan sah. 
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Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 30 Desember 2020 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 90 

 

 


